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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Fungsi dan Wewenang
Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narotika
dalam Perspektif Figih Siyasah(Analisis Terhadap Peraturan Presiden nomor 83
tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan
Narkotika Kab./Kota). Studi bertujuan untuk membahas dan menjawab tentang (1)
Bagaimana fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dalam
pencegahan penyalahgungaan narkotika (2) Bagaimana fungsi dan wewenang Badan
Narkotika Kabipaten Sidoarjo teahadap pencegahan penyalahgunaaan narkotika
dalam perspektif figih siyasah.

Guna menjawab pertanyaan diatas, penelitian yang digunakan adalah dengan
pendekatan kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan datanya dilakukan dengan
metode interview ( wawancara) yang didokumentasikan dengan pencatatan dan
arsip/dokuen resmi yang berkaitan dengan penelitian, serta telaah terhadap sumber
primer dan sekunder yakni buku buku yang berhubungan dengan penelitian. Tehnik
analisisnya menggunakan metode deskriptif induktif yakni menggambarkan upaya
yang dilakukan oleh BNK Sidoarjo dengan menyesuaikan data yang ada dilapangan
dengan konsep teori fiqih siyasah.

Dalam penelitian ini ditemukan kesesuaian antara BNK Sidoarjo dengan
wilayatul hisbah dari kewenangannya yakni dalam hal melarang kemaksiatan yang
berhubungan dengan aspek social seperti melarang hiburan dan kegiatan yang
berlawanan dengan Islam, perjudian, minuman keras/khamr, praktek asusila, dan
sebagainya. Upaya amar ma’ruf yang dilakukan BNK Sidoarjo tercermin dalam
program programnya seperti penyuluhan, sosialisasi terhadap bahaya narkoba dan
kegiatan kegiatan lain yang berhubungan dengan P4GN. Begitu juga dengan BNK
Sidoarjo yang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007.

Mengingat tugas dan wewenang BNK Sidoarjo sebagaimana yang dijelaskan
dalam Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 maupun berdasarkan Peraturan
Bupati Sidoarjo nomor 25 tahun 2008 sangat penting kiranya agar BNK Sidoarjo
lebih mengoptimalkan fungsi dan wewenangnya dalam bidang pemberantsan,
pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika , psikotropika, precursor
dan bahan adiktif lainnya.
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A.

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Banyak
pedagang asing datang ke Indonesia untuk mendapatkan pala, cengkeh, dan lada
langsung dari sumbernya. Akibat interaksi dari pedagang asing yang berburu
rempah-rempah maka sebagian masyarakat mengenal candu, jauh sebelum
pecahnya Perang Dunia 2 pada zaman penjajahan Belanda'. Pada umumnya para
pemakai candu adalah orang orang Cina yang kemudian menjalar ke penduduk
pribumi. Dari waktu ke waktu narkoba mengalami peningkatan baik dari segi
kualitas maupun kuantitas.

Dalam era modern ini, narkoba telah menjadi frend dan gaya hidup serta
komoditas yang menggiurkan dari berbagai segi, para pemakai narkoba (juga
psikotropika, minuman keras dan bahan-bahan berbahaya lainnya) bisa
membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Narkoba memunculkan begitu
banyak madharat dan (nyaris) tidak ada manfaatnyaz. Beberapa jenis narkoba
hanya ada manfaat jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan

dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang kompeten dan

.17

! http:/www.kapanlagi.com/a/narkoba-di-Indonesia (19 juli 2006)
2 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkobol, Cara Islam Mencegah Mengatasi dan Melawan



dalam pengawasan ketat dan terarah. Pemakainnya pun sangat terbatas menurut
petunjuk dokter.

Dengan digunakannya narkoba jenis tertentu sebagai obat obatan oleh
tim medis, disalahgunakan oleh’ sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab
yang melatar belakangi masuknya narkoba ke daerah daerah baik provinsi,
kabupaten maupun desa.

Banyak hal yang mungkin bisa dilakukan, meskipun tidak harus
dikatakan akan bisa berhasil secara maksimal memberantas narkoba merupakan
hal yang rumit dan tidak mudah. Ujung tombaknya adalah para pengguna,
pengedar dan produsen narkoba di Indonesia secara tegas diancam dengan
hukuman pidana.’

Bahaya narkotika merupakan masalah yang paling dan harus bisa
diselesaikan, sehingga Islam secbagai agama yang mengandung nilai-nilai
moralitas memberi peringatan dan melarang untuk tidak mendekati sesuatu yang
membahayakan diri sendiri.

Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan benda-benda yang
memabukkan adalah haram, sebab benda-benda tersebut menyebabkan
kemadlaratan besar dan kerusakan-kerusakan yang fatal. Ia merusak akal dan

fisik di samping menimbulkan akibat-akibat negatif lainnya, karena itulah

3 bid. 77



syariat tidak mungkin memperbolehkan pemakaian benda-benda yang
mengandung banyak kenegatifan.

Pada sidang umum MPR RI tahun 2002 melalui ketetapan MPR RI
nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan
perubahan atas undang-undang nomor 22/1997 tentang Narkotika. Undang-
undang tersebut mengatur upaya pemberantasan tindak pidana narkotika melalui
ancaman pidana dends, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Di
samping itu juga mengatur pemanfaatan narkotika untuk pengobatan dan
kesehatan serta mengatur rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan
mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam undang-undang
baru narkotika yakni undang-udang nomor 35 tahun 2009, diatur juga mengenai
prekursor narkotika yang merupakan zat/bahan pemula/bahan kimia yang dapat
digunakan dalam pembuatan narkotika.* Di samping itu dalam undang-undang
yang baru ini diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor
narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana

minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup maupun

* / http://id. wikipedia.org/wiki/BNN(16 juni 2006)



pidana mati. Pemberatan pidana dilakukan dengan mendasarkan pada golongan,
jenis, ukuran dan jumlah narkotika.’

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan dan
peredaran gelap narkotika diatur mengenai kelembagaan yang sudah ada yaitu
Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada peraturan
presiden nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan
Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika
Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan
fungsi melakukan koordinasi.

Dalam Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 terdapat 14 pasal yang
membahas mengenai Badan Narkotika Kab./Kota. Sedangkan mengenai
kedudukan, fungsi, kewenangan dan tugas Badan Narkotika Kab./Kota terdapat
dalam pasal 23, 24 , dan 25. Diantara fungsi Badan Narkotika Kab./Kota adalah
pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait penyiapan
dan penyusunan kebijakan serta pembentukan Satuan Tugas atas instansi
pemerintah terkait di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif

5 Penjelasan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, . 67



lainnya.Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika dan juga pembangunan
sistem informasi sesuai kebijakan operasional BNN.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 BNN tersebut ditingkatkan
menjadi Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) dan diperkuat
kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN
bertanggung jawab langsung kepada presiden dan berkedudukan di bawah
presiden. Selain itu BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan
kabupaten/kota scbagai instansi vertikal, yakni BNN Provinsi dan BNN
kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang Undang no 35 tahun 2009 tersebut, BNN diberikan
kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekusor
nakotika. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur
Utama, dan 5 Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan
Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan
Kerjasama

Badan Narkotika Nasional(BNN) mencatat, jumlah pengguna narkoba
saat ini mencapai empat juta jiwa, dengan korban meninggal 15.000 jiwa tiap
tahun. Dalam satu tahun para pengguna itu menghabiskan dana Rp 11 triliun

untuk membeli narkoba.



Data di BNN menunjukkan bahwa saat ini penyalahgunaan narkoba
sudah merambah murid SD. Dalam catatan BNN, pada 2004 sctidaknya ada
800orang dari sekitar 25 juta murid SD di Indonesia yang mengkonsusi narkoba.
Setahun sebellumnya berdasarkan suvey BNN dan U niversitas Indonesia,
sebanyak 3,9 persen daril3,710 siswa SD hingga mahasiswa di ibukota provinsi
seluruh Indonesia mengaku menggunakan narkoba. Dari survey itu tercatat ada
10 ibukota provinsi yang dikategorikan sebagai daerah yang tingkat pemakaian
narkobanya melebihi rata rata. Ke-10 kota itu adalah Medan, Surabaya, Padang,
Bandung, Kendari, Jojakarta, Pontianak , Ternate, Palu dan Banjarmasin.

Di dalam Islam terdapat suatu lembaga peradilan yang mempunyai tugas-
tugas keagamaan mengenai urusan amar ma’ruf nahi mungkar yang Kkhusus
menangani kasus moral dan kemaksiatan yang dikenal dengan al-hisbah. Al
Mawardi mengemukakan bahwa a/-hisbah merupakan kewenangan menjalankan
amar ma’ruf ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah
kemungkaran ketika yang mungkar mulai nyata dikerjakan.® Ruang lingkup tugas
wilayatul hisbah meliputi berbagai aktifitas untuk mengajak berbuat baik dan

mencegah segala bentuk kemungkaran, baik yang terkait dengan hak-hak Allah

SWT, hak-hak manusia, maupun hak-hak bersama Allah dan manusia.’

¢ Imam Mawardi, Ahkam al Sulthoniyah Terjemah. Hukum Hukum Penyelenggaraan
Negara dalam Syari’at Islam (Jakarta,Darul Falah,2006) .389
" Depag, Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam(Depag,2007). 116



Pejabat hisbah (mubtasib) mempunyai fungsi-fungsi yang dapat
diklasifikasikan dalam tiga kategori :®
1. fungsi yang terkait dengan (hak-hak) Allah
2. fungsi yang terkait dengan (hak-hak) orang
3. fungsi yang terkait dengan (hak-hak) Allah dan orang

Tugas amar ma’ruf nahi mungkar yang diemban wilayatul hisbah adalah
tanggung jawab setiap muslim sesuai dengan tuntutan al-Qur’an dan Hadis.
Pembentukan tim atau lembaga yang bertugas khusus melaksanakan amar ma’ruf
nahi mungkar juga fardlu kifayah sebab perintah Allah dalam surta Ali Imran (3):
104 sudah terpenuhi jika sebagian umat Islam telah melaksanakannya.’

Secara garis besar, tugas mutasib(petugas hisbah ) adalah memerintahkan
kepada kebaikan jika mulai ditinggalkan, meneliti tindak kemungkaran,
menghentikan dan mendidik serta mendorong masyarakat untuk mendorong
kemaslahatan juga menghilangkan segala kemadhorotan dijalanan. Selain itu,
dalam hal etika umum wilgyash al-hisbah bertugas mencegah manusia dari
perkara syubhat, seperti bercampunya wanita dan laki laki dijalanan, atau
hiburan yang tidak pantas.

Aspek unik dari hisbah dalam Islam yang membedakan dengan sistem

lain, adalah adanya penembusan standar etika dan agama pada kehidupan schari-

8 Ibn Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam,(Y ogjakarta, Pustka Pelajar,Cet.1,2004) . xii
® Depag, Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam, . 116



hari, khususnya dalam perdagangan dan bisnis.'® Inilah sebabnya mengapa hisbah
bukan saja sebagai lembaga yang mengatur masalah spiritual saja, melainkan
juga sebagai organisasi yang terpadu dengan keseluruhan lingkungan islami,
yang menggambarkan aspck-aspek dan materi sekaligus untuk mencegah dan
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat
merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Berdasarkan uraian tersebut, kiranya penting untuk membahas lebih jauh
dan mendalam tentang bagaimana fungsi dan wewenang BNN, yang dalam hal
ini lebih di fokuskan pada Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo. Apakah fungsi
dan wewnang tersebut sudah benar benar dilaksanakan sesuai dengan perpres no
83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi,

Badan Narkotika Kab./Kota.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah
Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa pembatasan yang dapat
dijadikan suatu pijakan sebagai objek penelitian , agar peneliti lebih jeli dalam
masalah tersebut. Maka dalam studi ini akan diidentifikasikan kedalam beberapa
masalah, yaitu :
1. Wilayatul Hisbah dalam hukum tata negara Islam

2. Badan Narkotika Nasional dalam hukum tata negara Indonesia

" MA. Al-Baraey, Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan,(Jakarta,Rajawali
Press,Cet.1.1986) . 277



3. Fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo
4. Upaya upaya yang dilakukan Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo
5. Kendala kendala Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dalam Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika
6. Faktor penyebab didirikannya Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo
7. Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif figih Siyasah
Dari masalah masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka masalah
yang akan dibahas hanya terbatas pada Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika
Kabupaten Sidoarjo dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam

Perspektif Figih Siyasah.

. Rumusan Masalah
Berpedoman dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana fungsi dan wewenang kerja Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo
dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana fungsi dan wewenang program kerja Badan Narkotika Kabupaten

Sidoarjo terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam perspetitf

figh siyasah?



10

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis belum ada yang membahas mengenai
Keppres nomor 17/2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Penelitian terkait
penyalahgunaan narkotika pada dasarnya sudah banyak dilakukan. Masalah yang
menyangkut penyalahgunaan narkotika (pembuat, pengedar, pecandu) dinegara
ini semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan,

Di antara skripsi yang pernah membahas mengenai penyalahgunaan
narkotika adalah skripsi oleh Nurhayat Tahun 2000 Jurusan Perbandingan
Mazhab dan Hukum dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan
Narkotika Menurut Hukum Islam dan UU No. 22/1997 (Study Komparatif)”. Di
sana dibahas sanksi pidana dalam hukum Islam dan UU No. 22/1997 scbagai
sumber pokok bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pengedar,
pembuat dan pecandu.

Di samping itu, Indah Fathonah Jurusan Siyasah Jinayah tahun 2006
dalam skripsinya “Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan
Psikotropika di PN Sby (Analisis Hukum Pidana Islam tentang penerapan pasal
41 UU No. 5/1997 tentang Psikotropika dan Pasal 47 UU No. 22/1997 tentang
Narkotika). Intinya membahas tentang putusan rehabilitasi dalam konteks
penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan Narkotika dan Psikotropika

serta akibat hukum yang dijatuhkan dari rehabilitasi, selain itu juga membahas
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penerapan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan psikotropika yang
terbukti melawan hukum di PN Surabaya dalam perspektif hukum Islam.

Yang membedakan skripsi skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah
penulis akan mendeskripsikan sejauh mana fungsi dan wewenang Badan
Narkotika Kab. Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika
berdasarkan Perpres No. 83 / 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan

Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kab./Kota.

E. Tujuan Penelitian
Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui fungsi dan wewenang kerja Badan Narkotika Kabupaten
Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika
2. Untuk mengetahui fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kabupaten

Sidoarjo terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif

figih siyasah

F. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Secara Teoritis (Keilmuan)
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran
bagi Fakultas Syari’ah khususnya Jurusan Siyasah Jinayah, dan perguruan

tinggi lainnya khususnya Perguruan Tinggi Islam. Di samping itu diharapkan
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pula dapat menjadi wacana atau bahan acuan pemahaman dalam rangka

pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan landasan bagi Badan Narkotika Nasional maupun

Badan Narkotika Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya sesuai dngan

prinsip-prinsip ketatanegaraan Hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul skripsi ini,maka

dipandang perlu adanya penjelasan dalam penegasan pokok-pokok istilah yang

ada dalam judul :

Fungsi

Wewenang

Badan Narkotika Nasional

: Pekerjaan yang dilakukan berkenaan dengan

posisi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan
yang harus dilaksanakan sesuai dengan

jabatannya''.

: Hak dan kekuasaan untuk bertindak, dan

melimpahkan tanggung jawab kepada orang

lain'?,

: Merupakan lembaga non kementrian yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

"' Ira. M, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta, Balai Pustaka, 1982).283

2 bid. 150



Penyalahgunaan Narkotika

Persfektif Figh Siyasah

H. Metode Penelitian

13

langsung  kepada presiden, yang hanya
mempunyai tugas dan fungsi melakukan

. .13
koordinasi'’.

: Salah menggunakan atau memanfaatkan obat

atau bahan yang masuk kategori bahaya atau
dilarang  digunakan, diproduksi, dipasok,
diperjualbelikan, diedarkan dan sebagainya diluar

ketentuan hukum'*,

: Salah satu tinjauan aspek hukum islam yang

membicarakan pengaturan kehidupan manusia

dalam kechidupan berbangsa dan bernegara demi

. menciptakan kemaslahatan bersama.'®

Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu

penelitian yang mengunakan data deskripsi berupa kata-kata yang tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dalam pendekatan ini

diarahkan pada latar belakang dan individu yang utuh.

' Penjelasan Undang Undang RI no 35 th 2009. 69

" bid. 35

' M. Iqbal, Figib Siyasah; Komtekstualisasi Doktrin Politik Islam, (JKT.Gaya Media

Pratama, 2007) hal. 4
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5) Figih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islant, M. Igbal
6) Bahaya Narkoba Alkohot M Arief Hakim
7) Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islant, Depag.
Badan Litbang.
3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini
adalah :
a. Wawancara (Inferview)

Adalah percakapan dengan maksud tertentu yang ditentukan oleh
dua pihak, pewawancara dan yang diwawancarai.'® Dalam hal ini peneliti
pengadakan wawancara dengan petugas Badan Narkotika Nasional.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini dokumentasi berupa pencatatan, rekording,

dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian,
c. Studi Pustaka

Yakni membaca dan mengutip buku-buku yang dianggap penting

dan berhubungan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam hal ini adalah editing dan organizing.

' Mardalis, Metode Penclitian Suatu Pendekatsn Proposal. (Jakarta.PT Bumi Aksara
Jawa.cet.111.1995) . 64
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a. Editing yaitu pemeriksaan data secara cermat tentang kelengkapan,
relevansi, serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun.

b. Organizing yaitu, menyusun data yang telah diperoleh dalam kerangka

laporan yang sudah direncanakan sebelum penelitian ini.
5. Teknik Analisis Data

a. Deskriptif; yaitu menggambarkan upaya-upaya yang telah dilakukan olch
Badan Narkotika Kab. Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgunaan
Narkoba

b. Induktif; yaitu dengan menyesuaikan data-data yang telah diperoleh dari
lapangan dengan konsep teori Figih Siyasah sehingga dapat diperoleh

kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti, penulis membaginya
dalam lima bab.

Bab satu membahas tentang gambaran umum yang memuat latar
belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi
operasional, metode penelitian yang meliputi; data yang dikumpulkan, sumber
data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik

analisis data, dan yang terakhir sistematika pembahasan.
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Bab dua membahas tentang landasan teori yang membahas tentang
wilayatul hisbah dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Keppres No. 17
tahun 2002 tentang BNN yang memuat tentang wilayatu/ hisbah dalam hukum
Islam dan BNN dalam hukum tata negara Indonesia.

Bab tiga menjelaskan tentang laporan penelitian tentang fungsi dan
wewenang Badan Narkotika Kab.Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgunaan
Narkotika.

Bab Keempat tentang studi analisis dalam perspektif Figih Siyasah
terhadap efektifitas Badan Narkotika Kab.Sidoarjo dalam pencegahan
penyalahgunaan narkotika.

Bab lima berisi tentang penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran.



BABII

STUDI TEORITIS TENTANG WILAYATUL HISBAH DALAM
HUKUM TATA NEGARA ISLAM DAN BADAN NARKOTIKA
NASIONAL DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA

A. Wilsyatul Hisbah dalam Hukum Tata Negara Islam
1. Pengertian Wilayatul Hisbah

Al-hisbah merupakan lembaga manajemen pemerintahan.! Secara
bahasa, al-hisbah berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik
dengan penuh perhitungan. Secara istilah, al-hisbah adalah tugas keagamaan
mengenai urusan gmar ma’ruf nahi mun](avr.2 Al-hisbah merupakan
kewenangan menjalankan amar ma ’fuf ketika yang ma’ruf mulai
ditinggalkan orang dan mencegah kemungkaran ketika yang munkar mulai
dikerjakan orang secara nyata.

Dilihat dari definisi yang dikemukakan, wilayatul hisbah lebih tepat
disebut sebagai lembaga pengawas atau polisi moral. Akan tetapi karena
wilayatul hisbah pernah hadir sebagai bagian dari peradilan Islam dan
beberapa negara Islam memilikinya sampai sekarang, maka lembaga ini dapat

dikelompokkan kepada lembaga peradilan di dalam sistem peradilan Islam.

! Ibmhnn Abu Sina, Manajemen Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 55
% Rosyid Fauzi, Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Badan
Litbang, 2007), 114

18
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Perintah penegakan amar ma’ruf nahi munkar pada dasarnya
merupakan suatu hal yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu.
Namun, kewajiban tersebut bersifat kifayah. Artinya, jika salah seorang telah
melaksanakannya maka kewajiban orang lain untuk menunaikannya menjadi
gugur.’ Walaupun demikian, jika tidak ada seorangpun yang mampu
menunaikannya, maka perintah tersebut menjadi wajib ‘ain bagi pihak yang
mampu melakukannya,

Pihak yang paling mampu untuk itu adalah mereka pemegang
kekuasaan, yaitu pemerintah. Itu sebabnya pemerintah merupakan pihak yang
paling berkewajiban dan berkepentingan dalam masalah penegakan amar
ma’ruf nahi munkar Pembentukan tim atau lembaga yang bertugas khusus
melaksanakan penegakan amar ma’ruf nahi munkar juga .bersifat fardu
kifayah.

Pembentukan wilayah a/-hishah dan petugas resmi (mubhtasib)
menimbulkan kewajiban pribadi bagi petugas resmi untuk melaksanakan
tugas amar ma’ruf nahi munkar, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban
setiap muslim untuk berpartisipasi melaksanakannya. Seorang multasib
adalah petugas resmi, sehingga wajib ‘ain baginya untuk melaksanakan tugas
amar ma’ruf nahi munkar. Dia harus melaksanakan tugas secara baik dan

profesional, tidak boleh sibuk dengan tugas lainnya. Muhtasib wajib

3 M. Arskal Salim, Etika Intervensi Negara, (Jakarta: Logos, 1999), 113
* Ibid, 114
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membantu orang yang meminta pertolongan dan harus proaktif menyelidiki
praktek kemunkaran dan pengabaian kewajiban dan untuk kemudian dibasmi
dan diluruskan.

Mubhtasib berhak menerima gaji, mengangkat staf, berijtihad dalam
hal-hal teknis dan menjatuhkan sanksi disiplin (f2’zir) kepada pelaku
pelanggaran seperti, peringatan, ancaman, celaan, penjara, pukulan atau
cambukan dan lainnya. Bahkan, sebagian ulama, seperti ulama madzhab
Hanafi, membolehkan penerapan hukuman mati untuk mengatasi
kemunkaran pada kasus dosa-dosa besar.’

Secara tradisional, mufitasib adalah seorang muslim, merdeka, laki-
laki, dengan tingkat integritas, wawasan, pandangan dan status sosial yang
tinggi. Mubhtasib dianggap sebagai orang yang ahli syari’ah (yang
berkompeten untuk berijtihad) dengan tingkat kedalaman pengetahuan
mengenai adat dan norma sosial yang dalam. Dari sekian kualitas mubtasib,
ilmu pengetahuan, kelembutan, dan kesabaran dianggap sebagai kualitas
yang terpenting.6
. Sejarah Wilgyatul Hisbah

Institusi wilayatul hisbah sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam
tradisi Islam. Tradisi ini diletakkan langsung pondasinya oleh Rasulullah

SAW, muhtasib pertama dalam Islam.’

5 Ibrahnn Abu Sina, Manajemen Syariah, 119
% Ibn Taimiyah, 7\ ugas Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), xiii
7 http://www.acchistitute. org/front.indeks.htm. 22 Juli 2010
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Negara Islam telah diperintahkan untuk melembagakan ketetapan-
ketetapan untuk mengawasi penerapam amar ma’ruf nahi munkar ini. Setelah
terbentuknya negara Islam di Madinah, salah satu tugas Nabi SAW adalah
untuk membentuk kembali lembaga-lembaga negara, meletakkan norma-
norma perilaku, menetapkan keputusan-keputusan untuk melindungi dan
menegakkan norma-norma tersebut.

Untuk mengadili pelanggaran ketertiban umum, Nabi membentuk
lembaga hisbah. Lembaga ini antara lain bertugas mengadakan penelitian
terhadap perdagangan di pasar Nabi mengangkat petugas hisbah (mulitasib)
untuk beberapa kota, seperti Said Ibn al-‘Ash Ibn umayyah untuk Mekkah
dan Umar bin Khattab untuk Madinah. Bahkan tidak jarang Nabi sendiri
melakukan inspeksi langsung ke tempat-tempat strategis. Rasulullah pernah
melakukan inspeksi mendadak ke suatu pésar di Madinah. Dalam inspeksi
ini, Nabi mendapatkan seorang pedagang yang menyembunyikan makanan
yang basah karena hujan dan tnencampumya dengan makanan yang kering di
atasnya. Nabi melarang praktik bisnis curang yang merugikan konsumen
tersebut.®

Khalifah pertama dari 4 khalifah Rasyidah memegang sendiri tugas
sebagai mulitasib. Meskipun terdapat sejumlah laporan yang menyebutkan

tentang penunjukan seorang pejabat pasar oleh khalifah Umar bin Khattab.

M. Iqbal, Fiqih Siyasah, Kontekstuslisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gajah Mada
Pratama, Cet. 2, 2001), 41
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Para gubernur propinsi selama masa ini bertindak sebagai mubtasib atas
nama khalifah. Dengan bertambah luasnya wilayah khalifah, kantor muhtasib
juga diperluas dan memegang sejumlah fungsi yang terus bertambah.
Lembaga hisbah turut meluas bersama dengan turut meluasnya umat Islam di
provinsi barat. Di Spanyol dan Afrika Utara, dan masih menjadi bagian
integral dari negara bahkan setelah terpecahnya kekhalifahan Baghdad.
Demikian pula, hisbah menjadi departemen penting selama kekuasaan
Dinasti Fatimiyah, Ayyub dan Utsmaniyah.

Pendirian lembaga wilayatul hisbah memiliki landasan hukum dan
moral yang kuat didalam hukum Islam. Diantara dalil yang umum digunakan

sebagai pendiriannya adalah firman Allah dalam surat Ali-Imran (3): 104.

e, 292

r.bgal.J_,l_, Jg.dlu.cg_,.g...ud_,fib Q_,}ol.uﬁ;J J :) ,.:\.Jiﬁ ‘.g..au{JJ

’9’9‘

(> NEEY I PN

Artinya: ‘Dan hendakiah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yang muakar merekalalh orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali-
Imran: 104).°

Di samping dalil-dalil di dalam al-Qur’an, praktik yang dilakukan
Nabi SAW juga memberikan landasan yuridis dan historis bagi keberadaan

wilayatul hisbah,

s Depag Rl, Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Isfam, 115
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Serta disebutkan pula dalam Al-A’raf ayat 157.

2
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Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang
(namanya) mercka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada
di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan
melarang mercka dari mengerjakan yang mungkar dan
menghalalkan bagi mercka segala yang baik dan mengharsmkan
bagi mercka segala yang buruk dan membuang dari mercka beban-
beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mercka. Maka orang-
orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan
mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al
Quran), mercka Itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Al-
A’raf: 157)."°

. Perkembangan Wilayatul Hisbah

Perkembangan wilayatul hisbah dengan struktur yang lebih sempurna
dimulai pada masa Umar bin Khattab. Umar ketika itu menetapkan bahwa
wilayatul hisbah adalah departemen pemerintah yang resmi. Tradisi ini
dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Usmani,
sampai akhirnya wilgyatul hisbah menjadi lembaga yang mesti ada di setiap

negara muslim. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, institusi pengawas

157

19 Departemen Agama Rl, Al-Qur’an & Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001),
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syari’ah disebut dengan mustasaf. Di kalangan Spanyol dikenal dengan a/-
Motacen. Setelah dinasti Turki Usmani runtuh, sulit dilacak negara muslim
yang masih mempraktikkan wilayatul hisbah. Seiring dengan dikuasai
negara-negara Islam oleh kolonialisme, konstitusi keislaman yang sebenarnya
sudah mapan ini lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai
institusi Islam lainnya.'"

Hisbah merupakan salah satu pilar agama. Dulu para amir generasi
pertama terjun langsung menjalankannya, karena manfaat dan pahalanya
amat banyak. Dalam sejarah Islam, hirarki struktural wi/gyatu/ hisbah berada
di bawah lembaga peradilan. Wilayatul hisbah bersama dengan wilayah al-
qada dan wilayah al-madalim berada di bawah gadi al-qudah (hakim agung).
Ketiga institusi itu mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga
peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi
ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan tugas dan wewenang.
Wilayah al-gada adalah lembaga peradilan umum yang seperti dikenal
sekarang. Wilayah al-madalim adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk
menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah
sedangkan wilayah al-hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi

pelaksanaan syari’at Islam dan amar ma’ruf nahi munkar secara umum.'?

! http://www.acchistitute.org/front.indeks.htm. 22 Juli 2010 (Fuad Mardhatillah)
2 http://www.acchistitute.org/front.indeks.htm. 22 Juli 2010 (Fuad Mardhatillah)
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Mengamati tugas-tugas yang diemban wilgyatul hisbah di atas, kita
akan mendapatkan betapa sebenarnya wilayah hisbah sebenarnya merupakan
perangkat negara dalam melakukan intervensinya ke dalam kehidupan
ckonomi publik. Dan jika kita membandingkannya dengan lembaga atau
kantor yang ada dewasa ini, di Indonesia misalnya, maka tak ada satupun
lembaga atau kantor yang dapat diidentifikasikan sebagai lembaga hisbah
itu. Akan tetapi, kita dapat mengatakan bahwa tugas-tugas lembaga hisbah
itu kini ditangani oleh sejumlah kantor atau lembaga, diantaranya Bulog,
Depnaker, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan,
dan lain-lain."

. Tugas dan Wewenang Wilayatul Hisbah

Al-Mawardi menjelaskan secara garis besar tugas muhtasib dengan
memerintahkan kepada kebaikan jika ditinggalkan dan mencegah
kemunkaran ketika dilakukan oleh seseorang. Ibn Khaldun'® memberikan
penjelasan lebih lanjut “Meneliti tindak kemunkaran, menghentikan dan
mendidik serta mendorong masyarakat untuk melakukan kemaslahatan di
kota, seperti mencegah berdesak-desakan di jalanan serta menghilangkan
segala madharat yang terjadi di jalanan. Hukum tersebut diputuskan tanpa
pertentangan dan tapi berdasarkan keilmuan dan pandangan serta laporan

yang sampai kepadanya.

3 M. Arskal Salim, Etika Intervensi Negara, 117
" Ibrahim Abu Sina, Manajemen Syariah, 198
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Tugas seorang mubtasib bisa dibedakan sebagai berikut:'>
a. Berhubungan dengan hak Allah

1) Mengawasi orang yang melaksanakan shalat Jum’at berjama’ah dan
menghukum orang yang meninggalkannya tanpa alasan yang syar’i,
melarang orang untuk tidak berpuasa, mencegah orang untuk
meminta-minta tanpa hajat dan mencegah orang-orang bodoh untuk
memberikan fatwa tentang agama.

2) Mencegah tindak kemungkaran dalam muamalah, seperti riba, jual
beli yang bathil, penipuan dalam jual beli, kecurangan dalam harga,
timbangan dan takaran.

3) Etika umum, mencegah‘ manusia dari perkara syubhat, seperti
bercampurnya wanita di jalanan, mabuk-mabukan atau hiburan yang
melalaikan.

b. Berhubungan dengan hak-hak manusia

1) Mencegah tindakan menunda-nunda dalam menunaikan hak dan
kewajiban, seperti membayar hutang

2) Memberikan perlindungan dan menanggung kehidupan anak-anak

3) Tidak melukai hak-hak para tetangga

B 1bid, 199
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¢. Berhubungan dengan layanan publik

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Mengawasi peran pemerintah dalam Ihenjaga gedung publik dan
masjid, melindungi anak-anak jalanan dengan menggunakan harta
kaum muslimin (baitul mal)

Menekankan pemilik hewan ternak untuk memberi makan dan tidak
memanfaatkannya untuk pekerjaan yang tidak kuat ditanggungnya,
atau mencegah pemilik perahu untuk menaikkan beban yang berlebih
agar tidak karam

Menjaga adab dan etika Islam dengan memisahkan laki-laki dan
perempuan

Mengawasi transaksi pasar, jalan-jalan umum dan penarikan pajak
Memberikan kemuliaan kepada para dokter dan pengajar

Memuliakan produsen sehingga produknya bisa bersaing

Tugas seorang mulitasib berkaitan erat dengan perkara-perkara

syariah dan keadilan, untuk itu, mayoritas ulama figih memberikan

persyaratan yang ketat bagi orang yang akan menduduki jabatan ini.

Ia harus mengamalkan apa yang ia ketahui, ucapannya tidak berbeda

dengan tindakannya, menjaga diri dari harta masyarakat, memiliki pandangan

(visioner), serta bersikap diri untuk sabar.'®

16 Ibid, 56
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Berdasarkan keterangan penjelasan tentang nilai-nilai dan konsep
dasar Islam dalam manajemen pemerintahan, sistem peradildn, lembaga
keuangan dan lainnya di masa awal pemerintahan Islam menunjukkan adanya
hubungan erat antara konsep dasar Islam bisa diterapkan dalam konsep
peradilan, ekonomi dan layanan publik masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari
munculnya lembaga-lembaga pemerintahan, undang-undangan dan hukum
yang diterapkan.

Kendati Aisbah berhak dilakukan oleh setiap muslim, namun ada
sembilan perbedaan pelaku Aisbah secara sukarela dengan_mulztasib (petugas
hisbah). Sembilan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban hisbah bagi mulitasib adalah fardhu ‘ain, sedang bagi selain
mufitasib adalah fardhu kifayah.

b. Muhtasib tidak boleh sibuk dengan urusan selain Aisbah, sedangkan bagi
pelaku hisbah secara sukarela, Aisbah adalah bukan bagian dari tugasnya.

C. Mubhtasib diangkat untuk dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang
wajib dilarang. Sedangkan pelaku hisbah secara sukarela tidak diangkat
untuk dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang wajib dilarang,

d. Mufitasib wajib membantu orang lain yang meminta pertolongan padanya
untuk menghadapi orang lain, sedangkan pelaku Aisbah sukarela tidak

wajib.
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e. Mubhtasib harus mencari kemungkaran-kemungkaran yang terlihat untuk
dilarang dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan untuk dikerjakan,
sedang pelaku hisbah secara suka rela tidak harus mencari kemungkaran
atau memeriksa kebaikan yang ditinggalkan.

f. Muhtasib berhak mengangkat staff, sedang pelaku hisbah suka rela tidak
berhak mengangkat staff.

g Moubhtasib berhak menjatuhkan sanksi terhadap kemunkaran-kemunkaran
yang terlihat, sedang pelaku hisbah suka rela tidak berhak meﬁjatuhkan
sanksi.

h. Mubhtasib berhak mendapatkan gaji dari baitul mal karena tugas hisbah
yang dijalankannya, sedangkan pelaku hisbah secara suka rela tidak boleh
meminta gaji.

i. Mubhtasib berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah
yang berkaitan dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan
syar’i. ia berhak mengesahkan maupun menolak itu semua berdasarkan
ijtihadnya. Akan tetapi hal itu tidak berhak dilakukan oleh pelaku hisbah
secara sukarela.'”

Dalam sejarah Islam, wilayah hisbah adalah lembaga yang khusus
berwenang mengawasi dan menyelesaikan perkara-perkara moral serta

melaksanakan tugas-tugas amar ma’ruf nahi munkar demi menjamin hak-hak

Y Imam Mawardi, Al-Abkam as-Shultinivah, tetjemah, Hukum-hukum Penyelenggaraan
Negara dalam Syariat Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 399
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dan kemaslahatan hidup masyarakat. Lembaga ini memiliki wewenang
menyelesaikan kasus-kasus melalui mekanisme sebagaimana layaknya sebuah
pengadilan.'® Seperti mengadili perkara perjudian, mabuk-mabukan,
kecurangan dalam perdagangan dan lainnya untuk kemudian menghukum
pelakunya,

Wilayatul hisbah memasuki hampir seluruh aspek kehidupan
masyarakat, kewajibannya tidak terbatas dalam hal perintah memakai jilbab,
menghukum orang yang tidak melaksanakan shalat Jum’at karena lalai,
melarang maksiat dan munkar, juga dalam hal ekonomi, mengawasi jual beli,
gharar, serta kecurangan timbangan dan ukuran, penimbunan barang,
mengawasi makanan halal, juga aspek sosial seperti melarang hiburan dan
kegiatan yang berlawanan dengan Islam, judi, minuman keras atau khamr,
praktik asusila, dan lain-lain. |

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr, karena khamr dapat
mengeruhkan dan menyelubungi akal.'® Wilgyatul hisbah dalam pengawasan
lebih dititikberatkan pada upaya penyadaran, pembimbingan dan pembinaan.

Berdasarkan penjelasan ini, seorang muhtasib adalah untuk
menertibkan pelayanan publik, mengatur mekanisme pasar, pengawasan etika

dan bangunan publik.

18 Depag, Pengadilan HAM di Indonesia, 115 .
' Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 9, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, Cet. 5, 1990), 62
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B. Badan Narkotika Nasional dalam Hukum Tata Negara Indonesia
1. Pengertian dan Kedudukan Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga non struktural yang
berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.?’ Badan
Narkotika Nasional dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Sebelum Badan Narkotika Nasional dibentuk, pada tahun 1999 telah
didirikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan
Keppres No. 116 Tahun 1999. akan tetapi Badan Koordinasi Narkotika
Nasional dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan
keadaan. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Narkotika Nasional berdasarkan
Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002. Namun pada tahun 2007 dibentuk
pula Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 karena Keppres No. 17 Tahun
2002 dianggap tidak sesuai sehingga perlu diganti.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif
lainnya, semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang
komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional
di pusat dan daerah.

Pembentukan Badan Narkotika Nasional tidak lain adalah untuk

menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan

0 Perpres Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional,\ Badan Narkotika
Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota, (Bandung: Fokus Media, 2009), 221
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operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan
bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah.

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial.”!

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan
pembangunan nasional dalam suasana aman, tentram, tertib, dan dinamis
baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan
pengendalian terhadap hal-hal yang dapat menganggap kestabilan nasional
antara lain terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika.

Untuk mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut,
Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi ‘perhatian

khusus terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif

2! Himpunan Peraturan Perundang-undangan, (Bandung, Fokus Media, 2009), 207
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lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan

ilmu inengetahuan.

Dalam rangka memberikan kerangka untuk tingkat yang lebih rinci,
seperti : penctapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran serta
rencana operasional yang bersifat teknis, maka perlu ditetapkan tujuan dari
BNN yang dapat memberikan hari akhir yang ingin dicapai. Oleh karena itu,
tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh BNN adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintah
dan masyarakat untuk memerangi narkoba.

b. Terwujudnya sikap dan perilaku manusia atau masyarakat untuk berperan
serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba.

c. Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang narkoba sesuai dengan
supremasi hukum.

d. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan
rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

¢. Tersusunnya data base yang akurat tentang penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba.

f Bersatuﬁya satuan-satuan tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis

situasi.
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g. Berperannya badan narkoba  provinsi/kabupaten/kota  dalam
melaksanakan pfogram pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif
lainnya (P4GN).

h. Terjadinya kerjasama internasional yang efektif yang dapat memberikan
solusi penanganan permasalahan narkoba di Indonesia.

Di sampingl ituy, BNN juga mempunyai sasaran yang merupakan
refleksi dari hasil atau capaian yang diinginkan bersifat spesifik, konkrit dan
terukur atas apa yang dicapai, kapan dan oleh siapa. Apabila dipisahkan
secara tegas, sasaran tahunan bukan merupakan bagian dari rencana strategis
organisasi, namun merupakan bagian utama dari rencana operasional tahunan
yang mendasarkan pada rencana strategis itu sendiri. Oleh karena itu dalam
dokumen strategi nasional ini secara spesifik tidak diuraikan, ditetapkan,
akan tetapi penetapan sasaran akan dijabarkan oleh masing-masing institusi
dalam rencana kerja tahunan.??

Melihat dari tujuan serta sasaran yang ingin dicapai tersebut, BNN
juga mempunyai visi dan misi. Komitmen negara-negara anggota ASEAN
yang telah dideklarasikan bahwa ASEAN BEBAS NARKOBA tahun 2005
yang merupakan isu globél, regional harus dilengkapi secara serius untuk

mewujudkannya. Seiring dengan itu sesuai dengan visi bangsa Indonesia

2 http://www.BNN.go.id. 23september2007
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dalam pembangunan bangsa telah ditetapkan dalam ketetapan MPR Nomor :

TAP/MPR/VII/2001 yaitu: “Terwﬁjudnya masyarakat Indonesia yang

religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta

baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara”, sebagaimana visi yang

ditetapkan Badan Narkotika Nasional sebagai focal pourit dalam penanganan

permasalahan narkoba adalah : “Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lainnya (narkoba) tahun 2015,

Misi :

a. Menentukan kebijakan nasional dalam membangun komitmen bersama
memerangi penyalahgunaan dan pergdaran gelap narkotika.

b. Melakukan upaya-upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisien.

c. Meningkatkan penegakan hukum di bidang narkoba secara tegas dan
tuntas.

d. Meningkatkan metode terapi dan rehabilitasi dalam merehabilitasi
penyalahgunaan narkoba.

¢. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam penyusunan data base
yang akurat.

f. Membangun sistem informatika dan pengembangan teknologi.

g. Meningkatkan peran dan fungsi satuan tugas operasional.
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h. Meningkatkan peran dan fungsi Badan Narkotika provinsi/
kabupaten/kota.

i. Meningkatkan peran serta BNN dalam pergaulan global dalam kerjasama

internasional yang efektif dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

BNN berkedudukan di ibu kota negara dengan wilayah kerja meliputi

seluruh wilayah negara republik Indonesia.

2. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN)
Susunan organisasi BNN terdiri atas :%
a. Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
b. Anggota : 1. Sekretaris Jendral Departemen Perhubungan
2. Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional
3. Sekretaris Jendral Departemen Agama
4.  Sekretaris Jendral Departemen Komunikasi & Informatika
5. Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik,
Departemen Dalam Negeri
6. Direktur Jendral Multikultural, Departemen Luar
Negeri
7. Direktur Jendral Kekuatan Penahanén, Departemen

Pertahanan

¥ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 227
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Direktur Jendral Imigrasi, Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Direktur Jendral Pemasyarakatan, Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Direktur Jendral Bea & Cukai, Departemen Keuangan
Direktur Jendral Industri Argo & Kimia, Departemen
Perindustrian

Direktur  Jendral Perdagangan Luar Negeri,
Departemen Perdagangan

Direktur Jendral Holtikultura, Departemen Pertanian
Direktur Jendral Perlindungan Hutan Konservasi Al_am,
Departemen Kehutanan

Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial &
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Departemen Tenaga
Kerja & Transmigrasi

Direktur Jendral Bina Pelayanan Medik, Departemen
Kesehatan

Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,
Departemen Sosial

Sekretaris Kementrian Negara  Pemberdayaan

Perempuan
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20.

21

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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Sekretaris Kementrian Negara Pemuda dan Olah raga
Deputi Bidang dalam Negeri, Badan Intelijen Negara
Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapik &
Narkotidi, Psikotropika & Zat Adiktif, Badan
Pengawas Obat dan Makanan

Jaksa Agung Muda Bidang Inteligensi, Kejaksaan
Agung RI

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum,
Kejaksaan RI

Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara RI
Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara
RI

Kepala Biro Bimbingan Masyarakat, Kepolisian
Negara RI

Kepala Pusat Kedokteran dan Keschatan, Kepolisian
Negara RI

Kepala Pusat Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia

c. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BNN merangkap anggota

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Badan Narkotika Nasional, dibentuk pelaksana harian BNN yang
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disebut Lakhar BNN, yang bertanggung jawab kepada ketua BNN dan
dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN.
Lakhar BNN terdiri atas:
a. Sekretariat
b. Inspektorat
c. Pusat (pusat pencegahan, pusat penegakan hukum, pusat terapi dan
rehabilitasi, pusat pengendalian operasi, pusat penelitian, pengembangan
dan informatika)
d. Satuan tugas
Lakhar BNN mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan
administratif kepada BNN di bidang ketersediaan dan PAGN. Kalakhar BNN
dapat membentuk kelompok ahli sesuai dengan kebutuhan. Kelompok ahli
mempunyai tugas memberikan telaahan kepada kalakhar sesuai dengan
keahliannya.
3. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional
BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam :
a. Mengordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan
dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN).
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b. Melaksanakan PAGN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas
unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing,

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan,
peredaran gelap narkoba dan perkursor narkotika, Badan Narkotika Nasional
berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Badan Narkotika Nasional juga
menyelenggarakan fungsi :2*

a. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan
penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan PAGN.

b. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan
kebijakan di bidang ketersediaan dan P4AGN serta pemecahan
permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

¢. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan, pengadaan,
pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika,
prekursor dan bahan adiktif lainnya.

d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait
dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-

masing,.

2 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 227
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¢. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor
dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas.

f. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional dalam rangka
penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan zat
adiktif lainnya.

g Pengembangan dan pembangunan sistem informasi, pembinaan dan
pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika,
psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

h. Pengoordinasian BNP dan BNK/kota berkaitan dengan pelaksanaan
kebijakan di bidang PAGN.

Dengan adanya Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi,
dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota tentu saja sangat diharapkan dapat
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sampai ke
akarnya yang merupakan ancaman besar bagi bangsa ini yang dapat merusak

baik dari segi fisik maupun psikis.?

B M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol, 116
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FUNGSI DAN WEWENANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
SIDOARJO DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA

A. Profil Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo
Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari 38
Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang tersebar di Jawa Timur. Badan
Narkotika Kabupaten Sidoarjo mulai berdiri pada tahun 2004 di J1, Pahlawan No.
6 Sidoarjo.
Untuk dapat memotivasi seluruh anggota, Badan Narkotika Kabupaten
Sidoarjo mempuﬁyai visi dan misi sebagai berikut':
Visi : |
1. Untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang bersih dari penyalahgunaan
narkoba tahun 2015
2. Koordinasi dan melakukan segala usaha kegiatan secara terpadu untuk
membebaskan diri dari penyalahgunaan narkoba di Sidoarjo
Misi :
1. Melindungi masyarakat Sidoarjo dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba

! Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto,Kalahar BNK, di kantor BNK Sidoarjo, 13 juli
2010

42
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2. Terkendali dan teratasinya masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba

3. Salah satu konsiderasi Keppres RI No. 17 Tahun 2002 tentang Badan
Narkotika Nasional

4. Salah satu konsiderasi Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2002 tentang
penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

Adapun landasan hukum yang digunakan oleh Badan Narkotika
Kabupaten Sidoarjo adalah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika
Kabupaten/Kota. Peraturan Presiden tersebut perubahan dari Keputusan Presiden
Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional yang saat ini sudah
tidak berlaku. Untuk lebih mengefektifkan kerja BNK, dibentuk Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi

dan tata kerja BNK Sidoarjo.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo
Demi menjamin keterpaduan dalam penyusunan pelaksanaan di bidang
ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, perlu
dilakukan koordinasi yang intensif antara instansi pemerintah. Oleh karena itu

ditetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2008 tentang
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pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja BNKab Sidoarjo. Susunan
organisasi BNK tersebut terdiri dari :*
Ketua : Wakil Bupati Sidoarjo
Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo
5. Kepala Dinas Informasi dan Komando Kabupaten Sidoarjo
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Sidoarjo
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Sidoarjo
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sidoarjo
12. Direktur RSUD Sidoarjo
13. Kepala Kantor Bea Cukai Juanda

14. Direktur Angkasa Pura I Sidoarjo

2 Peraturan Bupati Sidoarjo No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Badan Narkotika Sidoarjo. 4
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15. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Kabupaten
Sidoarjo
Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BNK merangkap anggota
Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi
BNK dibentuk pelaksana harian (lakhar) BNK yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada ketua BNK Lakhar BNK di pimpin oleh pelaksana
harian yang disebut Kalakhar BNK. Adapun susunan organisasi Lakhar BNK
terdiri dari:®
1. Khalakar BNK
Khalakar BNK mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinir
kegiatan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya
serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNK teknis maupun
administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di
samping itu Kalakhar BNK mempunyai fungsi :
a. Memimpin kegiatan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor
dan zat adiktif lainnya.

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis administratif kepada pimpinan dan

anggota BNK

31bid. 5
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Penyelenggaraan fasilitas kepentingan BNK

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait dalam
pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor
dan zat adiktif lainnya.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Evaluasi dan pelaporan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja,

menyelenggarakan urusan rumah tangga, kepegawaian, administrasi

perlengkapan, pengelolahan keuangan serta melaksanakan kegiatan evaluas_i

dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut sekretaris

mempunyai fungsi :

a,

b.

Penyusunan rencana dan program kerja
Penyelenggaraan urusan dan program kerumahtanggaan
Pengelolaan administrasi kepegawaian

Pengelolaan administrasi keuangan

Penyelenggaraan administrasi perlengkapan
Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan
Pelaksanaan kegiatan monit.oring dan evaluasi

Penyusunan laporan kegiatan
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Selain tugas dan fungsi tersebut, sekretaris juga membawakan sub
bagian reggar dan sub bagian umum®. Kepala sub bagian reggar mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan,
kerumahtanggaan, penyusunan program dan pelaporan. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian reggar mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, administrasi, kearsipan, urusan
kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan
perlengkapan kantor.

b. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan.

c. Penghimpunan, penyusunan dan pengolahan program serta rencana kerja.

d. Pengelolaan kepustakaan.

Kepala sub bagian umum mempunyai tugas menyiapkan dan
menyusun rencana dan program kegiatan pengawasan serta monitoring dan
evaluasi di bidang pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan peredaran
gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Kepala
sub bagian umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kegiatan.

b. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang
pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan peredaran gelap narkotika,

psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

* Ibid. 6
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¢. Monitoring dan evaluasi.
3. Seksi Pencegahan

Kepala seksi pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan
kegiatan penyuluhan, penerangan, pembinaan masyarakat di bidang
pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika,
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Selain tugas-tugas tersebut,
kepala seksi pencegahan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kegiatan seksi pencegahan
b. Penyelenggaraan penyuluhan dan penerangan di bidang pencegahan,

pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya
c. Penyelenggaraan pembinaan kepada masyarakat
d. Pengkoordinasian dengan instansi teknis terkait di bidang pencegahan
e. Evaluasi dan pelaporan
4. Scksi Penegakan Hukum

Kepala seksi penegakan hukum mempunyai tugas menyelenggarakan
kegiatan penindakan pengelolaan aset hasil sitaan dan penyiapan sarana dan
prasarana di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala seksi penegakan hukum

melaksanakan fungsi :
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a. Penyusunan rencana dan program kerja seksi penegakan hukum

b. Penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum di bidang pencegahan,
pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan
bahan adiktif lainnya

c. Pengelolaan aset hasil sitaan

d. Penyiapan sarana dan prasarana di bidang pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif
lainnya

e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait

f.  Evaluasi dan pelaporan

. Seksi Terapi dan Rehabilitasi

Kepala seksi terapi dan rehabilitasi mempunyai tugas

menyelenggarakan kegiatan pemulihan, terapi dan rehabilitasi, melaksanakan

pelayanan medik dan sosial di bidang pencegahan, pemberantasan,

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif

lainnya’. Kepala seksi terapi dan rehabilitasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja seksi terapi dan rehabilitasi

b. Fasilitas kegiatan pemulihan, terapi dan rehabilitasi korban narkoba

3 Ibid. 7
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c. Penyelenggaraan kegiatan sosial di bidang pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif
lainnya

d. Pengkoordinasian dengan instansi teknis terkait di bidang terapi dan
rehabilitasi

e. Evaluasi dan pelaporan

6. Seksi Penelitian, Pengembangaﬁ dan Informasi
Kepala seksi penelitian, pengembangan dan informasi mempunyai
tugas menyiapkan dan mengajukan informasi di bidang pencegahan,
pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan
| bahan adiktif lainnya. Kepala seksi penelitian, pengembangan dan informasi
juga mempunyai fungsi ;.

a. Penyusunan rencana dan program kerja seksi penelitian dan informasi

b. Penyiapan data dan informasi di bidang pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif
lainnya

c. Penyebaran informasi di bidang pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif
lainnya

d. Pendokumentasian hasil pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan

narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya
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e. Pengkoordinasian dengan instansi teknis terkait
f. Evaluasi dan pelaporan
7. Satuan Tugas

Satuan tugas yang selanjutnya disingkat satgas adalah pelaksana
operasional yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal
dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas,
fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Mengenai tata kerja BNK Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya
setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam lingkungan
satuan organisasi dalam hubungan dengan instansi lain. Untuk rapat
koordinasi di lingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 bulan
atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, Dalam rapat-rapat koordinasi
tersebut, BNK dapat mengikutsertakan pihak-pihak di luar BNKS.

Setiap pemimpin satuan organisasi di tingkat Lakhar BNK
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-
masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya. Di samping itu, setiap pemimpin satuan organisasi wajib
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di

bawahnya.

¢ Hasil wawancara dengan Bapak Suwignyo,Sekretaris Pelaksana Harian di kantor BNK
Sidoarjo.15 juli 2010
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BNK dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam
melaksanakan tugasnya. Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan
penyelenggaraan tugas dan fungsi BNk kepada Bupati secara berkala atau
sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas BNK
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sidoarjo. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNK dapat menerima
bantuan pembiayaan dari BNN yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara serta dari pihak-pihak lain baik dalam mapun luar negeri yang
sifatnya tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peratuan perundang-undangan yang belaku’.

C. Peclaksanaan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Kabupaten
Sidoarjo
Badan Narkotika Kabupaten adalah lembaga nonstruktural yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Oleh
karena itu, BNK mempunyai tugas dan wewenang membantu Bupati dalam :
1. Mengkoordinasikan perangkat dacrah dan instansi pemerintah dalam

mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan

7 Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 25 tahun 2008. 8
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operasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

2. Melaksanakan dukungan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dengan
membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan
instansi pemerintah terkait, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya
masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana di atas, BNK
mempunyai fungsi sebagai berikut:®

1. Pengkoordinasian perangkat dacrah dan instansi pemerintah terkait dalam
penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang
ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

2. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah daerah dan
instansi pemerintah terkait di bidang ketersediaan dan pencegahan,
pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan
bahan adiktif lainnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-

masing,.

8 Ibid. 3
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Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas sesuai dengan
kebijakan operasional BNN.

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan
operasional BNN.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Narkotika Kabupaten

Sidoarjo memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seluruh

ang

1.

gota BNK. Faktor-faktor tersebut meliputi’ :
Kerjasama

Kerjasama di antara seluruh anggota BNKab Sidoarjo dalam
melaksanakan fungsi dan wewenangnya merupakan faktor .pokok, sehingga
dengan tidak adanya kerjasama dalam melakukan fungsi dan wewenangnya,
maka BNK tidak akan berjalan maksimal sesuai dengan fungsi dan
wewenangnya.
Sugesti Masyarakat

Faktor lainnya adalah sugesti masyarakat, yakni berupa tanggapan

-positif dari masyarakat yang merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan

fungsi dan wewenangnya.

%:Hasil wawancara dengan Bapdk Supriyarto SH; Kaldlar BNK, di katitor BWK Sidoarjo, 13-
juli 2010
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3. Tanggung jawab
Setiap anggota BNK selalu bertanggung jawab terhadap apa yang
menjadi perannya dalam menjalankan fungsinya schingga terbentuk
semangat gotong royong pada setiap anggota.

Melalui wawancara dengan Bapak Supriyanto, SH. Kalakhar BNK
Sidoarjo, tanggal 13 Juli 2010, mengenai bagaimana tanggapan pribadinya
tentang didirikannya BNK Sidoarjo. Tanggapannya sangat baik, karena dengan
demikian dapat membantu generasi muda dan masyarakat umum untuk
senantiasa menjauhi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Hal tersebut lebih menggembirakan lagi karena masyarakat Sidoarjo
sangat peduli dan mendukung adanya BNK Sidoarjo. Kepedulian tersebut
terbukti dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti program-program yang
diadakan BNK Sidoarjo terhadap pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. 10

Menurut Bapak Supriyanto, SH. selaku Kalakhar BNK Sidoarjo, BNK
merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat, adanya BNK dikarenakan pula
oleh adanya semangat dan kesadaran dari masyarakat untuk menghindari dan
menjauhi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Walaupun demikian,
sebuah aspirasi dapat berjalan dengan utuh apabila pemerintah pusat dapat
memberikan dukungannya terutama dalam bentuk sarana dan fasilitas

pemerintahan sebagai suatu kebijakan.

1° Ibid.
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D. Upaya Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dalam Pencegahan Penyalahgunaan

Narkotika

Dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Badan

Narkotika Kabupaten Sidoarjo, untuk lebih mengefektifkan program kerjanya.

Sebelumnya BNK telah merangsang rencana kegiatan Badan Narkotika

Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 sebagaimana berikut :!

1. Bidang Pencegahan

a.

b.

Rakerda

Penyuluhan ke perusahaan atau sekolahan

Penyuluhan oleh satgas kecamatan se-kabupaten Sidoarjo

Pemilihan satgas anti narkoba terbaik

Peringatan hari anti narkoba internasional

Lomba simulasi anti narkoba

Pemilihan putra-putri anti narkoba

Penyuluhan di tempat ibadah 5 agama

Penyuluhan di sekolah dan perguruan tinggi

Himbauan dan pembagian stiker anti narkoba di stasiun, terminal,

bandara dan pertokoan (mall)

2. Bidang Penegakan Hukum

a.

b.

Pemantauan sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Operasi narkoba di Lapas Sidoarjo

'! Hasil Wawancara dengan Bapak Suwignyo, SH. Seckretaris pelaksana harian di kantor
BNK Sidoazjo, 21 Juli 2010 .
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c. Operasi narkoba di Lapas Porong

d. Operasi narkoba di kafe

e. Operasi narkoba di Rutan Medaeng

f. Pembinaan apoteker

g. Operasional kasus narkoba di bidang penegakan hukum

h. Pembinaan anggota angkasa pura

i. Pembinaan dan pendataan di perusahaan

j. Pemantauan narkoba di Juanda
3. Bidang Rehabilitasi

a. Pembinaan napi narkoba di Lapas Sidoarjo

b. Operasional binaan korban narkoba (pondok Baitur Rahman Gus Kholik)
4. Bidang Pendataan dan Penelitian

a. Pendataan dan evaluasi kasus narkoba di Sidoarjo

Dari rencana kegiatan Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo tahun 2010,
setiap tiga bulan sekali diadakan pengarsipan sebagai bukti telah diadakannya
kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam bidang pencegahan, Badan Narkotika
Kabupaten Sidoarjo telah banyak melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah baik
tingkat SMP maupun SMA. Dari enam bulan terakhir, terhitung dari Januari
sampai Juni, BNK telah melakukan penyuluhan di kurang lebih 22 sekolah.'?
Di sekolah-sekolah tersebut, BNK mengadakan sosialisasi serta

penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi anak sekolah. Sekolah-sekolah tersebut

12 mid,



BAB IV

ANALISA TERHADAP FUNGSI DAN WEWENANG BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

A. Analisa Terhadap Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo
dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Di dalam Islam terdapat suatu lembaga peradilan yang memiliki fungsi-
fungsi keagamaan mengenai perintah melaksanakan kebaikan dan mencegah atau
melarang kemungkaran. Lembaga tersebut khusus menangani kasus moral dan
kemaksiatan yang dikenal dengan al-hisbah. Penegakan amar ma’ruf dan nahi
munkar bertujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial dan ketentraman hidup

masyarakat.'

Tanpa adanya ketertiban dan ketentraman, mustahil ketentraman hidup
suatu masyarakat akan berlangsung lestari. Oleh karena itu, setiap individu di
dalam masyarakat pasti menghendaki adanya ketertiban dan ketentraman
semacam itu. Namun, mereka mempunyai keterbatasan untuk bisa
merealisasikan kehendak mereka itu, khususnya karena mercka tidak berhak
untuk memaksa dan juga karena tidak berhak untuk main hakim sendiri. Dalam

konteks ini, keberadaan negara sebagai pengatur ketertiban dan ketentraman

VM. Arskal, Etika Intervensi Negara, (Jakarta: Logos, 1999), 114
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hidup yang memiliki daya paksa dan hak untuk memberi sanksi menjadi amat
signifikan.?

Pada dasarnya penegakan amar ma’ruf nahi munkar merupakan hal yang
diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu, namun hal tersebut bersifat kifayah,
yakni, jika salah seorang telah menunaikannya maka kewajib orang lain menjadi
gugur, Pihak yang paling mampu adalah mereka para pemegang kekuasaan yaitu
pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah merupakan pihak yang paling wajib
terhadap masalah penegakan amar ma’ruf nahi munkar.

Sejarah Islam mengatakan bahwa wilayatu/ hisbah juga memiliki
wewenang menyelesaikan kasus-kasus melalui mekanisme sebagaimana layaknya
sebuah pengadilan, seperti mengadili perkara perjudian, kecurangan dalam
perdagangan, mabuk-mabukan dan lainnya kemudian menghukum pelakunya.’
Dengan demikian, wilayatul hisbah merupakan lembaga yang fchusus berwenang
mengawasi dan menyelesaikan perkara-perkara moral serta melaksanakan tugas-
tugas amar ma’ruf nahi munkar demi menjamin hak-hak dan kemashlahatan
hidup bermasyarakat.

Perintah amar ma’ruf nahi munkar yang diemban oleh petugas hishah

(mubtasib) berlandaskan pada firman Allah surat Ali Imran : 104.%

2 .
Ibid, 114
* Depag R, Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Badan
Litbang, 2007), 115

* Imam Mawardi, Al-Abkam As-Sultaniyah, Hukum-hukum Penyelenggaraan Syariat Negara
dalam Islam, 398
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Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yang munkar, merckalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali-

Imran: 104).

Mubhtasib mempunyai fungsi-fungsi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:®
1. Fungsi yang terkait dengan hak-hak Allah
2. Fungsi yang terkait dengan hak-hak manusia
3. Fungsi yang terkait dengan hak-hak Allah dan manusia

Tugas seorang muhtasib berkaitan erat dengan perkara syariah dan
keadilan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan tentang nilai-nilai dan konsep
dasar Islam dalam manajemen pemerintahan, sistem peradilan, lembaga
keuangan dan lainnya di masa awal pemerintahan Islam menunjukkan bahwa
adanya hubungan erat antara konsep dasar Islam bisa diterapkan dalam konsep
peradilan, ckonomi dan layanan publik masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari

munculnya lembaga-lembaga pemerintahan, undang-undang dan hukum yang

berlaku.®

Xii

5 Ibn Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2004),

® Ibrahim Abu Sinn, Managemen Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 56
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Dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Nasional,

Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota telah dijelaskan

mengenai tugas, wewenang dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Tugas

dan fungsi tersebut disebutkan pula dalam peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo

Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja

Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo. Fungsi tersebut yaitu:’

1. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait dalam
penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang
ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

2. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah daerah dan
instansi pemerintah terkait di bidang ketersediaan dan pencegahan,
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor dan bahan adiktif lainnya, sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing.

3. Pelaksanaan pemutusan jaringan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas sesuai dengan
kebijakan operasional BNN.

4. Pengembangan dan pembangunan sistem informasi sesuai dengan kebijakan

operasional BNN.

7 Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo
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Dari fungsi serta tugas dan wewenangnya yang telah disebutkan dalam
Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional,
Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang juga
diperjelas melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 tahun 2008 tentu saja
sangat diharapkan untuk dapat memberantas penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika sampai pada akarnya yang sudah barang tentu merupakan
ancaman besar bagi bangsa ini baik dari segi fisik maupun psikis.

Pada dasarnya Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo merupakan
perwujudan dari aspirasi masyarakat sendiri yang sadar akan bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif
lainnya yang sangat perlu untuk dihindari.

Dukungan serta kepedulian masyarakat tersebut terbukti dengan
keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti program-program yang dilakukan
BNK Sidoarjo dalam rangka pemberantasan bahan-bahan berbahaya tersebut.

Demi menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, BNK Sidoarjo
melakukan  kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif
lainnya baik berupa penyuluhan, sosialisasi terhadap bahaya narkoba, himbauan
terhadap bahaya-bahaya narkoba serta masih banyak lagi program-program yang

diadakan oleh BNK Sidoarjo.



Semangat seluruh anggota BNK Sidoarjo tersebut tercipta atas dasar
tujuan untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang bersih dari penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika dengan melakukan segala kegiatan terpadu untuk
membebaskan diri dari narkoba serta melindungi dan mengatasi masyarakat dari
ancaman bahaya narkotika.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan
wilayatul hisbah dalam hukum tata negara Islam serta Badan Narkotika
Kabupaten dalam hukum tata negara Indonesia yang merupakan perwakilan
Badan Narkotika Nasional di daerah Kabupaten sudah sesuai dengan prinsip-
prinsip figih siyasah yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan
rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan
bersama.

Keberadaan hisbah dan BNK Sidoarjo merupakan pola kebijakan
pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kesesuaian antara
wilayatul hisbah yang secara garis besar bertugas memerintahkan kebaikan dan
mencegah kemunkaran dan Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo yang memiliki
fungsi, tugas dan wewenang yang berhubungan erat dengan masalah
pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kesesuaian keduanya terdapat dari segi kewenangannya yakni dalam

melarang kemaksiatan yang berhubungan dengan aspek sosial seperti melarang
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hiburan dan kegiatan yang berlawanan dengan Islam, perjudian, minuman
keras/khamr, praktek asusial dan lain-lain.

Demikian pula dengan Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo, upaya amar
ma’ruf nahi munkarnya adalah serangkaian program-program yang dilakukan
BNK yang merupakan cerminan praktek dari fungsi dan wewenangnya seperti
penyuluhan, himbauan serta sosialisasi terhadap bahaya narkoba dan kegiatan-

kegiatan lain yang berhubungan dengan fungsi dan wewenangnya.

B. Analisa terhadap Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo
Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika
Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga non struktural
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati
yang juga merupakan perwakilan dari Badan Narkotika Nasional di tingkat
kabupaten.

Pendirian badan narkotika kabupaten ini dikarenakan kekhawatiran
masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia yang dihadapkan pada akibat
semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan
psikotropika.® Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala

8 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Narkotika, Psikotropiks, dan
Zat Adiktif Iainnya, (Bandung: Fokus Media, 2009), 208
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lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh

terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah

penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang.

Di samping itu, Badan Narkotika Kabupaten merupakan perwujudan dari
aspirasi serta semangat dan kesadaran dari masyarakat untuk menjauhi dan
menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.” Semua itu juga
merupakan dukungan dari pemerintah yang berupa sarana dan fasilitas
pemerintah sebagai suatu kebijakan.

Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas dan wewenang
membantu Bupati dalam :

1. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah dalam
mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta
pelaksanaan operasional di bidang P4GN.

2. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional dari BNN yang terdiri
atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait di kabupaten/
kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Melihat dari berbagai upaya dan program kerja yang dilakukan Badan
Narkotika Kabupaten Sidoarjo dirasa telah sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2007. Hal tersebut tercermin melalui kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh BNK Sidoarjo. Di samping itu, setiap anggota BNK Sidoarjo

® Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto, SH. selaku Kepala Pelaksana Harian BNK
Sidoarjo di Kantor BNK Sidoarjo, JL Pahlawan No. 6, 13 Juli 2010
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bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi perannya dalam menjalankan
fungsinya dengan semangat gotong royong pada setiap anggota. Pembentukan
struktur organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo
diperjelas dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No. 25 Tahun 2008.
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 maupun Peraturan
Bupati No. 25 Tahun 2008, Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo juga telah
membentuk satuan tugas (satgas) yang meliputi satgas prekursor, satgas
narkotika, satgas lapas/POA, satgas penyuluhan dan pendidikan, satgas
disiminasi informasi, satgas airport inctroduction, satgas rehabilitasi, dan satgas
kecamatan. Setiap upaya dan program pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika semuanya berlandaskan kepada Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika
Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang juga diperinci dalam
Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2008 tentang
pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Kabupaten

Sidoarjo.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian di Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo, penulis
menyimpulkan sebagai berikut :

1. Fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo terhap
pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Peraturaturan Presiden
nomor 83 tahun 2007 adalah pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi
pemerintah terkait serta pengoprasian satuan tugas atas instansi pemerintah
terkait  dibidang ketersediaan dan  pencegahan, pemberantasan
penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika , precursor dan
bahan adiktif lainnya, serta pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap
narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan
tugas, dan pembangunan dan pengembangan sitem informasi sesuai dengan
kebijakan operasional BNN.

2. Adapun perspektif figih siyasah tethadap fungsi dan wewenang Badan
Narkotika Kabupaten Sidoarjo terhadap pencegahan penyalahgunaan
narkotika, dalam Islam tidak mengenal istilah Badan Narkotika Nasional,
Badan Narkotika Provinsi maupun Badan Narkotika Kab./ Kota, akan tetapi

Badan Narkotika tersebut khususnya Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo
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dianggap telah berjalan sesuai dengan sebagian dari prinsip prinsip figih
siyasah yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya
dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan bersama

yang tertera dalam wilgyatul hisbah dari segi aspek sosial dan etika umum.

B. Saran
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulismemberikan saran
sebagai berikut :

1. Dengan melihat semakin meningkatnya kejahatan dibidang narkoba, maka
pemerintah diharapkan lebih meningkatkan fungsi dan tugasnya dibidang
pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya guna melindungi segenap
bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan,
sosial .

2. Dengan demikian Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dapat lebih
meningkatkan segala upaya dan program programnya dan lebih
mengefektifkan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Presiden
nomor 83 tahun 2007 agar dapat mencapai visi Badan Narkotika Nasional
yakni membersihkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalhgunaan dan

peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya.
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